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ABSTRAK 

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam 

kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti 

pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau 

anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur 

hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Tujuan yang hendak dicapai 

yaitu untuk mengetahui apa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan kematian dan untuk mengetahui apakah 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sudah memenuhi 

asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta untuk mengetahui 

bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa tindak 

pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan perkara 

No.340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu tindak pidana penganiayaan adalah tindak 

pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Macam-macam 

jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat 

dalam BAB XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Ajaran Cita Hukum (Idee des Recht) 

menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu 

kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtig- keit) dan kemanfaatan 

(zweckmasigkeit).  Dalam Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, pengambilan 

keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar dalam melakukan pertimbangan, yakni 

melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana penganiayaan yang 

menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Rohhadi alias Bendot dengan No. 

340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yakni dengan amar putusan penjara selama 5 (lima) tahun. 

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan 
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nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim dengan menerapkan pasal pasal 351 ayat (3) KUHP 

yang unsur-unsurnya yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja melakukan 

penganiayaan dan unsur mengakibatkan mati. Selain itu yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal 

yang meringankan terdakwa. 

Kata Kunci: Penganiayaan, Pertanggungjawaban hukum, Pertimbangan Hakim 

 

ABSTRACT           

 Acts of persecution are one of the phenomena that are difficult to disappear in social life. 

Various acts of persecution that often occur such as beating and physical violence often result in 

injuries to the victim's body parts or limbs, and even often make the victim physically disabled for 

life, or even to the point of death. The purpose to be achieved is to find out what is the criminal 

liability of the perpetrator of the crime of persecution that caused death and to find out whether 

the criminal liability for the perpetrator of the crime of persecution has met the principles of justice, 

certainty and legal usefulness and to find out how the judge considers in sentencing the defendant 

for a violent crime that resulted in death in the decision of case No.340/Pid.B/2018/PN. Jkt.Team 

The research method used is normative juridical research. The result of this research is that the 

criminal act of persecution is a criminal act that attacks the legal interest in the form of the human 

body. Various types of crimes against the human body or persecution based on the Criminal Code 

are contained in Chapter XXI, Articles 351 to 355. The Doctrine of the Ideal of Law (Idee des 

Recht) states that there are three elements of the legal ideal that must exist proportionally, namely 

legal certainty (rechtssicherkeit), justice (gerechtig- keit) and utility (zweckmasigkeit).  In 

Decision Number 340/Pid.B/2018/PN. Jkt.Tim, the decision making by the Panel of Judges is 

correct in making deliberations, namely making juridical and non-juridical considerations. The 

East Jakarta District Court which has examined and tried the case of the criminal act of persecution 

that caused death committed by Rohhadi alias Bendot with No. 340/Pid.B/2018/PN. Jkt.Tim is 

with a prison sentence of 5 (five) years. The Judge's consideration in imposing a criminal sentence 

on the defendant in decision number 340/Pid.B/2018/PN. Jkt.Team by applying article 351 

paragraph (3) of the Criminal Code whose elements are the element of whom's goods, the element 

of intentionally committing persecution and the element of causing death. In addition, the basis 

for the judge's consideration in the Decision is that the judge considers matters that mitigate the 

defendant. 

Keywords: Persecution, Legal Liability, Judge's Considerations 

 

A.  Pendahuluan 

  Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari 
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suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh masyarakat atas dasar Peraturan Perundang-undangan. Artinya bahwa sebuah 

negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkahlaku 

masyarakatnya berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai 

dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) yaitu bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan 

bebas dari segala bentuk kejahatan.        

 Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah 

kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam 

bahasa Belanda disebut strafrecht artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan 

kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya 

dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 

perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam 

hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran (Arifin 2012, 5).   

  Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti 

kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat.  Hal 

ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan 

berkembang di masyarakat. Kejahatan menurut yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat 

dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan 

perundang-undangan pidana. Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu 

mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai 

perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang 

biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga 

kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana 

atau kejahatan. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau 

biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah 

satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan 

penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali 

mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang 

membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.    

  Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak 

psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban 

penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Salah satu tindak pidana yang sering 

terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan (Marlina 2009, 1). 

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan 

kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, 

bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai 

berakibat kepada kematian.          

  Tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada 
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korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang 

mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang 

baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di 

lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, 

serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati 

fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja 

melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, 

premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam 

hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya 

(Fikri 2013, 1).  Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya 

sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat 

penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan 

memperhatikan dengan cermat dan jelih terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki 

rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal 

dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana 

penganiayaan. 

B.   Metode 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) (Darmadi 1988, 66). Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual 

(Marzuki, Penelitian Hukum 2011, 133 dan 136). Pendekatan ini akan  dilakukan dengan 

pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang undangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan objek yang akan diteliti (Soekanto, Soerjono 1986, 74).    

  Penelittian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual 

(conceptual approach) yaitu mencari asas-asas, dokttrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti 

filosofis yuridis. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk 

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad objek penelitian 

hukum normatif selalu mengambil   isu dari hukum sebagai sisrtem norma yang digunakan 

memberikan “justifikasi” prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum 

normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya (Fajar and Achmad 2010, 25).

   Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut 

permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian deskriptif analistis berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 

340/PID.B/2018/PN.Jkt.Tim). 
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C.  Hasil dan Pembahasan 

 Ada dua alasan diberlakukannya sanksi pidana, yaitu: pertama, sanksi pidana selain 

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga dapat menikmati harta benda dan 

kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak 

terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa 

takut kepada pencemar potensial (Natsir 2019, 23).  Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 

10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak 

pidana terdiri dari :  

1)  Hukuman Pokok (hoofdstraffen)  

a) Hukuman mati  

b) Hukuman penjara  

c) Hukuman kurungan 

d) Hukuman denda  

2)  Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undag RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI Tahun 

kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946) (Prasetyo 1980, 236-238).  

a) Hukuman Tambahan (bijkomende straffen)  

b)  Pencabutan beberapa hak tertentu  

c) Perampasan barang-barang tertentu  

d) Pengumuman putusan Hakim. 

Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum 

berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan 

yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Macam-macam jenis 

kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam BAB 

XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 

penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini 

ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa 

penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan 

karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian (Ismu Gunadi 

2014, 96). Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, 

maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:  

a) menimbulkan rasa sakit pada orang lain;   

b)  menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;  

c)  merugikan kesehatan orang lain.  

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk 

menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain 

ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (Ismu Gunadi 2014). Atas dasar unsur-unsur 

kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu: Kejahatan 
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terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi 

kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II pasal 351 sampai 358 KUHP 

dan Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang 

dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka (Ismu Gunadi 2014, 97).

 Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan). Sanksi 

penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dibahas pada penganiayaan berat pasal 354 

ayat 2 adalah jika perbuatan itu (penganiayaan berat) menyebabkan meninggalnya orang, maka 

orang yang bersalah di pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Adapun ketentuan 

pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 ayat 2 K itu mempunyai 

unsur-unsur sebagai Unsur subjektif: dengan sengaja dan Unsur objektif: menyebabkan ataupun 

mendatangkan, atau luka berat pada tubuh, atau orang lain, atau yang mengakibatkan dan, atau 

kematian (Lamintang Jakarta, 160). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 

penganiayaan sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum 

a. Cita Hukum 

Ajaran Cita Hukum (Idee des Recht) me- nyebutkan adanya tiga unsur cita hukum 

yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan 

(gerechtig- keit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit). Sekiranya dikaitkan dengan teori 

penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rad- bruch dalam idee des 

recht yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Problem Keadilan 

menurut Jhon Rawls Keadilan sebagai fairness, keadilan merupakan kebijakan utama 

dalam institusi sosial, suatu hukum harus direformasi jika tidak adil karena setiap orang 

memiliki kehormatan berdasarkan keadilan dimana manusia kebebasan dan hakhaknya 

harus dijamin oleh keadilan. Di dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara 

dijamin, hak-haknya dijamin tidak ada tawar menawar dalam politik atau soal 

kepentingan social (John 2006, 3-4). 

 

b. Keadilan 

Konsepsi mengenai keadilan ini adalah memahami kebutuhan akan prinsip 

umtuk memeberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan 

untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan, jika 

demikian kepentingan individu berbenturan dengan institusiinstistusi yang mendapat 

keadilan pula, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak ada pembeda yang 

sewenang-wenang antara orang dalam memeberikan hak dan kewajiban, dan ketika 

aturan menentukan keseimbangan yang pas antara sengketa demi kemaslahatan 

kehidupan social (John 2006, 6). Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. 

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, 

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. 

Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang 

berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah 

laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 
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dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya 

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Mahmud 

2008, 158). 

c. Kepastian Hukum 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 

sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya 

dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” 

yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat 

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum 

satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan (Rato 2010, 

59).  Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara 

terhadap individu (Syahrani 1999, 23). 

 

d. Kemanfaatan          

 Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan 

manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan 

hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai 

pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat (Pitlo 

1993, 2). Proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali ditujukan 

untuk penegakkan keadilan, serta untuk melindungi kepentingan umum atau 

kepentingan Negara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kepentingan itu sendiri 

adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada 

hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam 

melaksanakannya. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Negara harus ditujukan 

kepada pelayanan umum dengan memperhatikan dan melindungi kepentingan orang 

banyak (kepentingan umum) (Mertokusumo 2011, 74-75). 

 

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut mishandeling diatur dalam Bab ke-

XX Buku ke-ll KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang 

penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan 

adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan 

demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus 

mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain (P. 

Lamintang 2010, 132). Bentuk penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat 1 KUHP ini, diancam 
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dengan hukuman pidana paling lama dua tahun delapan bulan, namun jika mengakibatkan luka 

berat maka diancam penjara paling lama lima tahun dan jika sampai berakibat kematian maka 

diancam penjara paling lama tujuh tahun. Pada Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, 

pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar dalam melakukan pertimbangan, 

yakni melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis 

adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-

undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah 

diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa 

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 

dilakukan. Pada perkara dengan putusan Nomor 340/PID.B/2018/PN.Jkt.Tim dalam 

pertimbangan yuridis sebagai berikut: a) Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan pada putusan 

Nomor 340/PID.B/2018/PN.Jkt.Tim, JPU menggunakan pasal 351 ayat (3) KUHPidana. b) 

Keterangan Saksi. Keterangan saksi juga merupakan salah satu alat bukti terpenting bagi hakim 

dalam memutuskan suatu perkara. Keterangan saksi dalam Perkara Nomor 

340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim terdapat 6 (enam) saksi yang memberikan keterangan pada kasus 

tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian. c) Keterangan Terdakwa, Keterangan 

terdakwa juga merupakan hal yang penting dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu 

perkara. Dalam Perkara Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, para terdakwa mengaku secara 

trus terang terhadap perbuatan yang para terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi 

kembali.  d) Barang Bukti,  Selain pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti 

juga termasuk kedalam hal penting untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. 

Barang bukti yang berada dalam kasus tersebut ialah, 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna 

coklat dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu terdapat bercak merah yang telah dipergunakan 

untuk melakukan kejahatan dan yang berkaitan dengan korban maka perlu ditetapkan agar 

barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Adapun pertimbangan non yuridis 

yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan 

aspek sosiol      

a)    Aspek Filosofis          

 Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada 

nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai 

filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee). Diperlukan sebagai sarana 

menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, 

sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat 

sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila 

dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-

tiap manusia apa yang menjadi haknya. Dalam Perkara Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, 
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dengan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa dalam putusan 

tersebut yang merupakan salah satu contoh dalam aspek filosofis.     

 Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan 

sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum 

tentu adil bagi pihak lain.  Secara filosofis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan 

pidana selama 5 (lima) tahun terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan 

kematian bertujuan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi 

sebagai bentuk pembinaan kepadanya agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah 

menyelesaikan masa pidana. Pertimbangan secara filosofis adalah majelis mempertimbangkan 

bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan 

kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana 

pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diutamakan 

apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

 Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman 

pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa 

pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik 

terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya. Pelaku yang dijatuhi pidana atau 

tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian 

dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembinaan. Perubahan atau 

penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan 

narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa 

pidana atau tindakan; dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya, yang lebih ringan 

harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya 

tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai 

pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya 

dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh 

psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya. 

b)  Aspek Sosiologis          

 Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan 

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan 

pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan 

masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. 

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan 

tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan 

suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa 

diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang 

dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindakpidana ini dilakukan. Korelasi antara aspek 

sosiologis dengan Perkara Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, hakim dalam memutuskan 

perkara tersebut sudah menentukan pasal apa yang digunakan untuk menjerat para terdakwa 

dan lamanya ancaman hukuman untuk membuat jera para terdakwa agar guna untuk 
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memberikan manfaat kepada para terdakwa dan masyarakat sekitar terlebih khusus bagi 

keluarga korban bahwa perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian tidaklah 

dibenarkan oleh hukum dan akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sejalan dengan 

aspek sosiologis ini yakni sebuah aspek yang mempertimbangkan putusan hakim dalam hal tata 

nilai budaya yang sudah tertanam dalam lingkungan masyarakat. 

D.  Kesimpulan 

1. Macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan 

KUHP dimuat dalam BAB XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Untuk menyebut 

seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut 

harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada 

orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dan merugikan kesehatan 

orang lain. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) 

dapat di bedakan menjadi lima macam, yaitu:  

a) Penganiayaan Biasa atau Pokok (351 KUHP);    

b) Penganiayaan Ringan (352 KUHP);  

c) Penganiayaan Berencana (353 KUHP);  

d) Penganiayaan Berat (354 KUHP);  

e) Penganiayaan Berat Berencana (355 KUHP) (Ismu Gunadi 2014, 98).  

2. Ajaran Cita Hukum (Idee des Recht) me- nyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang 

harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan 

(gerechtig- keit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit). Dalam Putusan Nomor 

340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar 

dalam melakukan pertimbangan, yakni melakukan pertimbangan yuridis dan non 

yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan 

putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara 

yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 

183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui 

sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa 

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

yang dilakukan. Pada perkara dengan putusan Nomor 340/PID.B/2018/PN.Jkt. Tim 

dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut yaitu dakwaan Penuntut Umum, 

keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang Bukti. Adapun pertimbangan non 

yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu aspek 

filosofis dan aspek sosiologis.  

3. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak 

pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Rohhadi alias 

Bendot dengan No. 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yakni dengan amar putusan penjara 
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selama 5 (lima) tahun. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa dengan menerapkan pasal pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu 

unsur barang siapa, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan dan unsur 

mengakibatkan mati. Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan 

tersebut yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti 

terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus 

terang sehingga persidangan berjalan lancer, terdakwa merasa bersalah dan menyesal 

atas perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 
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